
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2A2O

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2OL5 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN

TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2Ol8 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

1. Undang"Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor l82O);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AU tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



4.

5.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor I23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2OL8 tentang
Perr-hahan lltas Peratr.rran Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2078 Nomor 157);

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun
2076 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2}lg
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2OI9 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

6.

7.

8.

9.



Dengan persetujuan Bersama

DEUIAN PERWAI{ILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAN

IWenetapkan

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN i

PERATURAN DAERAII TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAIIUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBEI,ITUI{AIT RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2015 tentang pedoman perabentukan Rukun
Tetangga dan Rukun lvarga {Lembaran Daerah Kabupaten
Barito selatan Tahun 2a1s Nomor 3 , ?ambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito seiatan Noraor 3 ) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

pada tanggat

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan peraturan Daerah
penempatannya dalam Lernbaran Daerah
Selatan.

mernerintahkan
ini dengan

Kabupaten Barito

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 gr.r,..pg* ZA2A

BARITO SELATAN,

Ditetapkan di Buntok
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PENJETASAN

ATAS

PERATURAII DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR S TAIIUIY 2A2O

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAIIT
ITOMOR 3 TAHT'N 2015 TENTAITG PEDOMAIY PEMBEIITUI{AIII RUKUII

TETAIITGGA DAN RUKUIIT UIARGA

I. UMUM.

Regulasi terkait pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di
Kabupaten Barito Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedornan Pembentukan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2oLB tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dar Lembaga Adat Desa, keberadaan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan aturan tersebut merupakan
Lembaga Kemasyarakalan Desa, y?ng pembentukannya dilaksanakan
dengan Peraturan Desa,'..ada .,. Rukun Tetangga dan Rukrrn
Warga di wilayah Kelurahan':d!ryr dengan Peraturan Bupati, sehingga
substansi Peraturan Daerah.Norhor' 3''-Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga dan,, Rukun Warga adalah bertentangan
dan tidak sesuai lagi dengaq,Peraturan Perundang-undangan sehingga
harus dicabut-

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR S


